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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

IBADAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

;. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan

penyelenggaraan ibadah haji, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 428);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5061);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4965);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonessia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 348);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 898)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
REGULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor
14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 804) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang

merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi
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setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah
rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah
haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan
oleh pemerintah.

Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
ibadah haji.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat PPIH adalah petugas haji yang bertugas
untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan
perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi
pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri
dan di Arab Saudi.

Tim Pemandu Haji Indonesia adalah petugas yang
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang
yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi
Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab
sebagai ketua kelompok terbang.

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia adalah
petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam
kelompok terbang yang bertugas memberikan
pelayanan bimbingan ibadah haji bagi Jemaah Haji.
Tim Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang
yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan
bagi Jemaah Haji.

Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah
yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok
terbang yang bertugas membantu memberikan

bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
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Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah
yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok
terbang yang bertugas memberikan pelayanan
kesehatan bagi Jemaah Haji.

Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang
berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai
Jemaah Haji.

Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang
selanjutnya disingkat DAPIH adalah dokumen yang
berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk
pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia
maupun di Arab Saudi.

Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Indonesia yang
memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan
ibadah haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
yang selanjutnya disingkat SISKOHAT adalah sistem
pengelolaan dan informasi penyelenggaraan ibadah
haji.

Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji
Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan
Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi
Konferensi Islam.

Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang
diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah
Haji yang mendaftar.

Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah
mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan
menunggu keberangkatan untuk menunaikan
ibadah haji.

Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan
bagi Jemaah Haji selama di asrama haji
embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.

Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada

Jemaah Haji selama di asrama haji



